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ABSTRAK 

Masih terjadinya pembiaran limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tanpa adanya kebijakan maupun 

tindakan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengawas. Tindakan sanksi 

seharusnya diberikan kepada pihak dari perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk tanggung jawab mereka 

sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, apakah pembiaran ini terjadi akibat adanya unsur kerja 

sama antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sebab jika proses 

pembuangan limbah pabrik dilakukan secara benar dan juga pengawasan yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) berjalan maka masyarakat tidak akan berdampak pada pembuangan limbah 

pabrik tersebut. Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban pidana 

korporasi terhadap pabrik kelapa sawit sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan upaya yang 

dilakukan korporasi pabrik kelapa sawit terhadap pencemaran lingkungan. Hasil yang ditemukan pada 

penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran 

lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik 

system pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 

115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Langkah yang dapat dilakukan beberapa cara untuk 

menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit yaitu dengan membuat 6 kolam yang memiliki 

fungsinya masing-masing, kolam buangan lumpur, berfungsi sebagai penampungan semua lumpur limbah 

yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit, cooling pond (kolam pendingin) berfungsi untuk 

mendinginkan air limbah hingga suhu air limbah di bawah 40oc, acidification pond (kolam pengasaman). 

Acidification pond berfungsi sebagai proses pra-kondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobi, 

anaerobic pond (kolam pengendapan lumpur). Fungsi dari kolam anaerobic yaitu sebagai tempat 

pengendapan lumpur, facultatif pond (kolam peralihan bakteri) facultatif pond adalah proses 

penonaktifan bakteri anaerobic dan pra-kondisi aerobic,aerobic pond (kolam tambahan). 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kelapa Sawit 

 

ABSTRACT 

Palm oil mill waste is still being released into rivers without any policy or action taken by the 

Environmental Service (DLH) as supervisor. Sanctions should be given to parties from oil palm 

plantations as a form of their responsibility as responsible companies, whether this omission occurs as a 

result of an element of cooperation between certain parties to violate applicable law. Because if the 

factory waste disposal process is carried out correctly and supervision carried out by the Environmental 

Service (DLH) is carried out then the community will not have an impact on the factory waste disposal. 

This research aims to determine the urgency of corporate criminal liability for palm oil mills as 

perpetrators of environmental crimes and the efforts made by palm oil mill corporations to environmental 

pollution. The results found in this research are criminal liability for corporations that commit 

environmental pollution due to coconut mill waste. palm oil is based on the principle of error which is the 

theoretical basis of the criminal liability system in accordance with the formulation of offenses in the 

provisions of Article 98 to Article 115 of Law Number 32 of 2009. Several steps can be taken to overcome 

pollution from palm oil factory waste, namely by making 6 ponds which are each has its own function, the 

sludge disposal pond functions as a reservoir for all waste sludge produced from the palm oil production 

process, the cooling pond functions to cool the waste water to a waste water temperature below 40oC, the 

acidification pond (acidification pond). The acidification pond functions as a pre-conditioning process for 

waste before it enters the anaerobic pond, anaerobic pond (sludge settling pond). The function of an 

anaerobic pond is as a place for sludge deposition, facultative pond (bacterial transition pond) facultative 

pond is the process of deactivating anaerobic bacteria and aerobic pre-conditions, aerobic pond 

mailto:bimadinata4882@gmail.com1,
mailto:esindank@yahoo.com2


Muhammad Bima, et al, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap... 115 

http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MIH/index|  redaksijurnalupu@gmail.com 

(additional pond). 
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1. PENDAHULUAN 

 

Indonesiabadalah negara yangbkaya akan sumber dayabalam, garis pantaibterpanjang di 

dunia, luasbhutan terluas keduabsetelah Brazil, dan anekabtambang yang hampirbberada di 

setiapbkepulauan yang membentang. Kekayaanbyang melimpah tersebutbdapat dimanfaatkan 

sebesar-besarnyabbagi kemakmuran rakyat. Berangkatbdari cara pandangbinilah, maka 

pemerintahbmemandang sumberbdaya alam menjadibalternatif yang patutbdiperhitungkan 

Bagibpertumbuhan ekonomibnegara. Berbagai kebijakanbdibuat oleh pemerintahbIndonesia untuk 

melegitimasibaktivitas pemanfaatanbkekayaan sumber dayabalam yang ada dibnegeri ini. 

Sehinggabpemerintah melaluibBadan Usaha Milik Negara danbpengusaha swastabyang diberi 

konsensibbekerja sebagai alatbnegara untuk mengelolabsumber daya alambyang ada. 

 

 Perusahaanbperkebunan adalahbbadan usaha yang berbadanbhukum, didirikan menurut 

hukumbIndonesia dan berkedudukanbdi wilayah Indonesia, yangbmengelola Usaha 

Perkebunanbdengan skala tertentu. Tujuan daribperkebunan menurut Undang-UndangbNomor 18 

Tahunb2004 tentang perkebunanbyaitu untuk meningkatkanbpendapatan masyarakat, 

meningkatkanbpenerimaan dan devisabNegara, menyediakan lapangan pekerjaan, 

meningkatkanbproduktivitas, nilaibtambah dan daya saing, memenuhibkebutuhan konsumsi dan 

bahanbbaku industri dalambnegeri, dan mengoptimalkanbsumber daya alambsecara bekerlanjutan. 

 

 SelanjutnyabmenurutbS.Mayshitobmenjelaskanbpencemaranblingkunganbhidupbsebagai 

kontaminasi habitat, pemanfaatanbsumber dayabalam yang tidakbdapatbterurai. Dan 

setiapbpenggunaan sumberbdayabalam yangbmelebihibkapasitas alambuntukbmemulihkan 

dirinyabsendiribdapatbmengakibatkanbpencemaranblingkungan (S. Masyhito, 2021). 

 

 Perlindunganbdan pengelolaanblingkungan hidup (PPLH) jugabdi atur dalambUU No 32 

Tahunb2009 pasal 1 ayat (2) denganbbunyi “upaya sistematis danbterpadu yangbdilakukan 

untukbmelestarikan fungsiblingkungan hidupbdan mencegah terjadinyabpencemaran dan/atau 

kerusakanblingkungan hidup yangbmeliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, danbpenegakan hukum”. Denganbdemikian pencemaranbdapat di 

artikanbsebagai memasukanbkontaminan kedalam lingkunganbyang menyebabkanbkerugian 

bagibmanusia ataubmakhluk hidup lainnya. Kontaminanbini dapat berupa zatbkimia, energi 

sepertibkebisingan panasbatau cahaya dan berbagaibmacam pencemaran yangbmerugikan lainya. 

 

 Pencemaranblingkungan itubsendiri menurut S Mayshitobdapat di bagi dalambempat kategori. 

Dalambtiap jenis pencemaranbmemiliki sebab danbdampak berbedabterhadap kehidupanbkita. 

Jenis-jenisbpencemaran tersebutbdi antaranya : 

- Pencemaran udara, Pencemaranbyang berasalbdari asap pabrik, asapbkendaraan dan 

jugabasap kebakaranbhutan. 

- Pencemaran air, pencemaranbini berasalbdari limbahbpabrik yang dibbuang kesungai 

ataupunbke selokan-selokan 

- Pencemaran suara, pencemaranbyang di akibatkanbdari suarabkendaraan, bunyibmesin       

pabrik danbdari suara-suara yangbmelebihi ambangbbatas pendengaranblainnya. 

- Pecemaran tanah, pencemaranbini berasalbdari tumpahanbminyak ke tanahbdan sampah 

daribkantong-kantongbplastik yangbsulit terurai. 



MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum) 

Vol. 2 No. 1 Maret 2024 Hal. 114-123  116 

 

 Sebenarnyabprosedur danbaturan pembuanganblimbah pabrik kelapabsawit dalam 

panduanbpenanganan air limbahbdi pabrik PKSbdari hasilbStudi KebijakanbBersama Indonesia-

Jepang, 2011-2013, didapatkanbstandart, dalambproses pengelolaanbair limbahbdari pabrik 

PKSbke sungaibmelalui beberapabtahapbpengelolahan, diantaranya: 

- Bakubmutu air limbahbsaat dialirkan kebsungai, baku mutublimbah cair yangbdi 

berlakukanbpada limbahbcair dari pabrik kelapabsawit di tetapkanboleh Keputusan 

MenteribLH Nomor 51 tahunb1995 tentang bakubmutu limbah cairbbagi kegiatan industri. 

Pengukuranbvolume air limbahbharus dilakukanbsetiap menurutbKepmen LH. 

- Metodebpengolahan air limbahbyang umum di lakukanbdan mutu airblimbahnya. Di 

pabrikbPKS, sesudahbpmisahan minyak daribair limbah dengan kadarbminyak tinggi 

menujubtangka oil recovery, setelahbmelalui prosesbtersebut limbah akanbdialirkan ke 

sungai, ataubdi reduksi ke kebunbkelapa sawit sebagaibproses landbapplication (Utami, 

2017). 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi perumusan masalah yang 

terindetifikasi ialah apa urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit 

sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. 

B. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggungjawaban 

pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. 

 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertanggung Jawaban  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung 

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperankan, dan 

sebagainya). Ada dua istilah dalam kamus hukum yang merujuk pada pertanggung jawaban, yakni 

liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir 

semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin 

meliputi semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang 

mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-

undang. 

B. Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum  

 Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedangkan di antara mereka itu 

tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang 

juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. 

Hal tersebut di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar 

hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

C. Pencemaran Air 

 Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti 

danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah 

adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagianbpenting 

dalam siklusbkehidupan manusiabdan merupakanbsalah satubbagian daribsiklus hidrologi. 

Selainbmengalirkan airbjuga mengalirkanbsedimen danbpolutan. Berbagaibmacam 

fungsinyabsangat membantubkehidupan manusia. Pemanfaatanbterbesar danau, sungai, lautanbdan 

air tanah adalahbuntuk irigasi pertanian, bahanbbaku airbminum, sebagaibsaluran pembuanganbair 

hujan danbair limbah, bahkanbsebenarnya berpotensi sebgaibobyekbwisata. 
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 MenurutbUndang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air dan berubahnya tatanan 

(komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke 

tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesui dengan 

peruntukannya. 

D. Pertanggung Jawaban tindak Pidana Korporasi 

 Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan 

kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata 

sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon atau dalam bahasa Inggris 

dengan istilah legal person atau legal body.  

 Setelahbberlakunya konsepbpertanggungjawabanbpidana korporasibdalam hukum pidana 

makabmenurut hukum pidanabmanusia dan korporasibmerupakan subjekbhukum pidana. 

Munculnyabkonsep pertanggungjawabanbpidana korporasi (korporasibsebagai pelakubtindak 

pidana), dipicuboleh makin banyaknyabtindak pidanabyang dilakukanboleh korporasibmelalui 

personilbpengendali korporasibdan menimbulkanbkerugian bagi Masyarakat. Korporasibsebagai 

suatubentitas atau subjekbhukum yangbkeberadaannya memberikanbkontribusi yang besarbdalam 

meningkatkanbpertumbuhan ekonomibdan pembangunanbnasional, namunbdalam 

kenyataannyabkorporasi ada kalanyabjuga melakukanbpelbagai tindakbpidana (corporate crime) 

yangbmembawa dampakbkerugian terhadapbnegara danbMasyarakat. 

E. Korporasi Sebagai Subjek Hukum 

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban 

(badan hukum/korporasi). Mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul 

sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang 

diharapkan lebih berhasil. 

 

 

3. METODE 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan 

jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian 

hukum normatif dilakukan dengan cara meniliti bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini penulis 

mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan 

berupa UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2), buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis 

yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

Pencemaranbair, udara, danbtanah juga masihbbelum tertanganibsecara tepatbkarena 

semakinbpesatnya aktivitasbpembangunan yangbkurang memerhatikanbaspek kelestarian 

fungsiblingkungan. Keberadaanbmasyarakat adatbyang sangatbbergantung padabsumberbdaya 

alambdan memilikibkearifan lokalbdalam pengelolaanbsumber dayabalam jugabbelum diakui. 

Kearifanblokal sangatbdiperlukan untukbmenjamin ketersediaanbsumber dayabalam dan 

kelestarianbfungsiblingkunganbhidup.  

Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau 

bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media 

lingkungan hidup tertentu. Pelanggaran dumping tanpa izin diatur dalam Pasal 60 UUPPLH yang 
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menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 

lingkungan hidup tanpa izin. 

 Selanjutnya dalam Pasal 61 menyatakan: 

1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 

2) Dumping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah 

ditentukan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system, 

seperti Belanda, Jerman, dan termasuk Indonesia (walaupun tidak sepenuhnya), maka asas legalitas 

menjadi sandaran utama dalam penerapan hukum pidana. Berdasarkan asas ini tidak semua 

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau straftbaarfeit, delict, kecuali jika 

perbuatan dan/atau akibatnya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang 

telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Latin asas ini dikenal dengan ungkapan 

“nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” (tiada delik, tiada hukuman pidana tanpa 

undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Penerapan asas ini secara tegas terdapat dalam 

Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan 

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan 

(Muhammad Akib, 2018). 

Dalam UUPPLH-2009, ketentuanbpidana diaturbdari Pasalb97 sampaibPasalb120. 

Ketentuanbtersebut secarabumum rumusanbdelik lingkunganbdikualifikasikanbdalam delik 

materialbdan delikbformal. Rumusanbdelik materielbterdapatbdalam Pasal 98, 99, danb112, 

sementarabrumusan delikbformal terdapatbdalam Pasalb100-111, 113-115. 

Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskanbdelik lingkunganbsebagai “perbuatan 

yangbdilakukan denganbsengaja ataubkarena kelalaiannyabyang mengakibatkanbdilampauinya 

baku mutubutama ambien, bakubmutu air, bakubmutu air laut, ataubkriteria bakubkerusakan 

lingkunganbhidup”. Selainbitu, perbuatanbtersebut dapatbjuga mengakibatkanborang lukabatau 

luka beratbdan/atau bahayabkesehatan manusaiabatau matinyaborang. Sementarabitu, Pasal 

112bmerumuskan delikblingkunganbsebagai “kesengajaanbpejabat berwenangbtidak 

melakukanbpengawasan yangbberakibatkanbhilangnya nyawabmanusia”. 

Mengenaibunsur setiap orangbdalam undang-undangbsebelumnyabdirumuskan dengan 

terminologibbarang siapa. Dalambkepustakaanbilmu hukum, baikbbarang siapabmaupun setiap 

orangblazimnya yangbdimaksud adalahborang sebagaibsubjek hukum, yangbmeliputiborang 

pribadibdan badan hukum. Demikianbpula pengertianbsetiap orangbyang terdapatbdalambPasal 1 

angkab32 UUPPLH-2009, bahwabsetiap orangbadalah orang perseoranganbatau badanbusaha, 

baikbyang berbadanbhukum maupunbyang tidakbberbadan hukum. Unsurbdengan sengajabatau 

karenabkelalaian sebagaibunsur delikblingkungan, berkaitanbdengan niatbatau sikapbbatin (mens 

rea) daribpelaku delik. Karenabitu, pembuktiannyabmemerlukan ilmubdan 

keterampilanbtersendiri. 

Berdasarkan doktrin, perbuatan hukum ini dibedakan dalam wederrechtelijk formeel yakni 

apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan 

wederrechlijk materieel yakni sesuatu perbuatan melawan hukum walaupun tidak dengan tegas 

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan Moeljatno dalam Muhammad Akib, bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditinjau 

dari segi formal dan material. Dari segi formal unsur melawan hukum berarti setiap perbuatan 

pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu (asas legalitas). Berdasarkan segi 

material, perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila suatu perbuatan tidak boleh 
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atau tidak patut dilakukan. Sifat ini yang disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan 

(wederrechtelijkheid der gedraging). 

Dalam asasbhukum pidanabmodern termasukbdalam pidanablingkungan hidupbdikenal ada 2 

(dua) asasbyang banyakbdigunakan hinggabsaat ini yaknibultimum remediumbdan 

primumbremedium. Ultimumbremedium merupakanbupaya penerapanbhukum pidanabsebagai 

jalanbterakhir ketikabinstrumen hukumblainnya tidakbefektif untukbmengurangibsuatu tindak 

pidana. Primumbremedium merupakanbUpaya penerapanbhukum pidanabsebagai alatbutama 

untukbmenimbulkanbefek jera baik bagibpelaku suatubtindak pidanabmaupun bagibsemua 

orangbagar tidak akanbmelakukan suatubtindak pidana (Mayer Haryani, 2018). Apabyang 

diutarakanboleh para ahli semisalbMuladi, Merkel terkaitbdengan ultimumbremedium 

dalambperspektif EddybO.S. Hiariejbpada intinya sama, bahwabhukum pidanabmerupakan 

hukumbterakhir yangbdigunakan jikabinstrumen hukum lainnyabtidak dapat digunakanbatau tidak 

dapat berfungsibsebagaimana mestinya (Eddy, 2016). 

  Kebijakanbhukum lingkunganbhidup sebagianbbesar dituangkan melaluibperaturan 

perundang-undanganbdan kebijakanbhukum pelaksanaannya. Undang-UndangbPerlindungan 

danbPengelolaan LingkunganbHidup (UUPPLH) mengaturbpenegakan hukumbdi bidang 

lingkunganbhidup yang dapatbdiklasifikasikanbke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (Sanggup, 2020):  

1) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Administrasi Negara; 

2) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Perdata; 

3) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Pidana. 

Ketentuanbpidana dalam UUPPLHbdiatur pada Pasal 98-120, terdapatb12 Pasal tentang 

delikbformil. Asasbultimum remediumbini hanyabdapat dikenakanbpada Pasalb100 ayat (2), 

padabpasal selebihnyabfungsi hukum pidanabprimum remedium. Ketentuanbsemacam inibsangat 

tidak logis, karenabdalam penjelasanbumum angka 6 disebutkanbbahwa dalambrangka 

pengendalianbdampak lingkungan hidupbperlu dikedepankanbupaya preventif, 

yaitubdidayagunakan secarabmaksimal instrumenbpengawasan danbperizinan. Apabilabsuatu 

usaha melakukanbpelanggaran lebihbdari satu kali, makabsesungguhnya hukumbadministrasi 

tidakbdidayagunakan ataubtidak bekerjabdengan baik. Penerapanbhukum pidana secarabprimum 

remediumbterhadap delik formilbdengan alasanbpelanggaran telahbdilakukan lebih daribsatu kali 

telahbmelanggar ketentuanbwajib penerapanbpenegakan hukumbpidana sebagai upayabterakhir.  

Membatasibpenerapan asas ultimumbremedium inibhanya pada delikbformil tertentu 

yaitubkejahatan terhadapbpelanggaran bakubmutu air limbah, emisi, danbgangguan tidakbada 

penjelasanblebih lanjut. Berdasarkanbteori kebijakanbhukum pidana, makabpengunaan asas 

ultimumbremedium masihbterasa kentalbterhadap korporasibyang melakukanbtindak pidana 

pencemaranblingkungan. Meskipunbdalam UUPLHbtelah ada pidanabtersendiribterkait dengan 

pencemaranblingkunganbhidup, namunbbeberapa pasalbyang ada masihbtergantung 

denganbketentuan perizinanbyang merupakanbranah hukumbadministrasi.  

Secarabkonstitusional, dasarbhukum yang memberikanbperlindungan kepada 

masyarakatbuntuk mendapatkanblingkungan hidup yangbbaik dan sehatbtercantum dalam 

Pasalb28H ayat (1) Undang-UndangbDasar Negara RepublikbIndonesia 1945, dimana 

membawabimplikasi hukumbagar negarabbertanggungjawab untukbmenyediakan kualitas 

lingkunganbhidup yang selarasbdengan ketentuanbtersebut. Berdasarkanbdata yangbdiperoleh dari 

DirektoratbJenderal Penegakan HukumbLingkungan Hidup danbKehutanan (Ditjen Gakkum 

KLHK) sejakbdibentuk tahun 2015bhingga akhir Desemberb2019 telah ditemukan 758 

kasusbtindak pidana yangbtelah masuk dalambtahap pengadilan, 44bgugatan perdata, serta 

147bkesepakatanbpenyelesaianbsengketa di luarbpengadilan.  

Banyaknyabkasus terkaitbdengan tindak pidanablingkungan yangbdilakukan oleh 

korporasibmenunjukkan bahwabperusakan lingkunganbhidup dapatbberdampak padabdalam 

menurunkanbdaya dukungblingkungan hidupbterhadap pembangunanbyang berkelanjutan. 
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Perananbkorporasi dalambpembangunan ekonomibdapat juga berdampakbnegatif, salah 

satunyabadalah adanyabtindakan yangbdilakukan olehbkorporasi denganbmotif ekonomi 

dimanabmodus operasinyabberbeda denganbkejahatan konvensionalbpada umumnya, sehingga 

penegakanbhukumnya membutuhkanbpenanganan denganbinstrumenbkhusus (Anindhytha, 2021).  

Penangananbtindak pidana lingkunganbhidup cenderungbmembutuhkan waktubyang panjang. 

Padabsisi lain, terdapatburgensi untukbmelakukan restorasibterhadap lingkunganbyang telah 

terdampakbtanpa harusbmenunggu keputusanbditerbitkan. Pasalb14 paragraf 3 (c) 

KovenanbInternasional tentangbHak-Hak Sipil danbPolitik mengaturbperihal persyaratanbjaminan 

minimalbdalam pelaksanaan peradilanbpidana, salahbsatunya adalahbhak untukbdiadili tanpa 

penundaan (to be tried without undue delay). Meskibsalah satu tujuanbdari prinsipbperadilan cepat 

inibadalah untuk melindungibhak-hak terdakwabagar tidak ditahan terlalublama, namun prinsipbini 

perlu pula untukbmemastikan kepentinganbkeadilan secara umum.  

Berdasarkanbkebijakan hukumbpidana terhadap korporasibyang terlibat dalam 

pencemaranblimbah industri kelapabsawit masih bersifatbparsial. Parsialbdimaksud bahwa 

pemidanaanbyang dijatuhkan kepadabkorporasi tidaklahbmudah untuk dilakukan. Perlubadanya 

pembuktianbyang lebih konkrit lagi, sehinggablebih sulit untuk membuktikannya. Apalagibada satu 

ketentuanbbahwa pertanggungjawabanbpidana korporasi hanyabdilakukan dalambhal tindak pidana 

(commision atau ommision) yaknibtindak pidana tersebutbdilakukan dengan maksudbmemberikan 

manfaat bagibkorporasi. Artinya pertanggungjawabanbatas dilakukannyabtindak pidana 

tersebutbmenjadi pertanggungjawaban korporasi, hanyabapabila personel yangbmelakukan 

perbuatanbtersebut sejak semulabmemiliki tujuan ataubmaksud agar tindak pidanabtersebut 

memberikan manfaatbbagi korporasi. 

Urgensibpertanggung jawabanbpidana terhadapbkorporasi sebagaibpelaku tindak pidana 

lingkunganbhidup adalah karenabtindak pidana korporasibdi bidangblingkungan hidup 

memilikibdampak negatifbyang meluas danbkompleks sehinggabtidak hanyabmenimbulkan 

kerugianbsecara langsung padabmasyarakat danblingkungan tetapi jugabmengganggu stabilitas 

keuangan danbperekonomian negara, mengingatbtindak pidanablingkungan hidupbtersebut 

dilakukanbbermotif ekonomi. Polabpemidanaan terhadapbkorporasi yangbmelakukan tindak 

pidanablingkungan hidupbdalam UU PPLH seharusnyab memuat pengaturanbketentuan terkait 

polabpemidanaan berbasisbkonservasi lingkunganbhidup yang meliputi pemberatan pidana denda, 

pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikanbakibat tindak pidana.  

Sanksibpidana merupakanbaspek Tindakan hukumbyang terakhir. Sanksibpidana 

diberikanbterhadap perusahaanbyang melakukanbpencemaran danbperusakan lingkungan, 

mempunyaibfungsi untukbmendidik perusahaanbsehubungan denganbperbuatan yang dilakukan, 

terutamabditujukan terhadapbperlindungan kepentinganbumum yang dijagaboleh ketentuan 

hukumbyang dilanggarbtersebut. Selain itubfungsinya jugabuntuk mencegahbatau 

menghalangibpelaku pontensialbagar tidak melakukanbperilaku yang tidakbbertanggung jawab 

terhadapblingkungan hidup. 

Untuk bisa menjatuhkanbpidana untukbkasus lingkunganbpada perusahaan makabjuga 

berlakubperaturan-peraturanbseperti kasus pidanablainnya yaitubasas legalitas maksudnya 

harusbberdasarkan hukum yangbada pada saatbperbuatan itu dilakukanbdan harusbterbukti 

kesalahannya. Ketentuanbpidana tercantumbdalam Pasal 97 sampaibdengan Pasal 120 Undang-

UndangbNomor 32 Tahunb2009 tentangbPerlindungan danbPengelolaan Lingkungan Hidup. 

Berdasarkanbperistiwa tersebutbada beberapabancaman pidanabterhadap pencemar 

lingkunganbmenurut UU PPLH.Jikabperusahaan tersebutbsengaja membuangblimbah maka 

diancambpidana berdasarkanbPasal 60 jo. Pasalb104 UU PPLH. Selainbpidana karena 

pembuanganblimbah, adabbeberapa pidanablain yang bisabdikenakan kepadabperusahaan tersebut: 

1) Jikabpencemaran lingkunganbtersebut terjadibkarena perusahaanbsengaja 

melakukanbperbuatan (misalnya membuang limbah) yangbmengakibatkan 

dilampauinyabbaku mutu udarabambien, baku mutubair, baku mutubair laut, atau 
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kriteriabbaku kerusakanblingkungan hidup, yangbmana hal tersebutbmengakibatkan 

orangbmati makabdiancam pidana. 

2) Jikabpencemaran lingkunganbtersebut terjadi karenabperusahaan lalaibsehingga 

mengakibatkanbdilampauinya bakubmutu udarabambien, bakubmutu air, bakubmutu 

airblaut, ataubkriteria baku kerusakanblingkungan hidup, yangbmana hal tersebut 

mengakibatkanborang mati, makabdipidana denganbpidana. 

  Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria 

yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeagar sebagai berikut: 

a. The degree of loss to the public (Derajat kerugian terhadap publik); 

b. The lever of complicity by high corporate managers (Tingkat keterlibatan oleh jajaran 

manager); 

c. The duration of the violation (Lamanya pelanggaran); 

d. The frequensi of the violation by the corporation (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi); 

e. Evidence of intent to violate (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran); 

f. Evidence of extortion, as in bribery cases (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus 

suap); 

g. The degree of notoriety engendered by the media (Derajat pengetahuan publik tentang hal-

hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media); 

h. Precedent in law (Jurisprudensi); 

i. The history of serious, violation by the corporation (Riwayat pelanggaran-pelanggaran 

serius oleh korporasi); 

j. Deterence potential (Kemungkinan pencegahan); 

k. The degree of cooperation evinced by the corporation (Derajat kerja sama korporasi yang 

ditunjukkan oleh korporasi). 

 

 

5. KESIMPULAN 

 

- Kebijakanbhukum pidanabterkait dengan korporasibyang terlibatbpencemaran 

lingkunganbakibat limbah pabrikbkelapa sawit masihbmengandalkanbpemenjaraan sebagai 

hukumanbbagi korporasibdan pengurusnya, meskipunbada jugabpidana denda 

yangbditerakan dalambUUPPLH. Pertanggungjawabanbpidana terhadapbkorporasi 

yangbmelakukan pencemaranblingkungan akibatblimbah pabrikbkelapa sawitbterletak 

pada asasbkesalahan yangbmenjadi pijakanbteoritikbsystem pertanggungjawaban 

pidanabsesuai denganbrumusan delikbdalam ketentuanbPasal 98 hinggabPasal 115 

Undang-UndangbNomor 32 Tahunb2009. Upayabyang dapatbdilakukan terhadap 

korporasibyang melakukanbpencemaranblingkungan akibatblimbah pabrikbkelapa sawit 

dibmasa depan adalahbdengan menerapkanbsystem DefferedbProsecution Agreements 

(DPA), dapatbberupa pengakuanbatas perbuatanbyang dilakukannya, pembayaranbdenda, 

penunjukanbauditor independentbsebagai pengawasbkorporasi dalambjangka 

waktubtertentu, pemecatanbpegawai tertentu, sertabpelaksanaan programbpemenuhan 

kepatuhanbkorporasi. 

- Upayabyang dilakukanbkorporasi pabrikbkelapa sawitbterhadap pencemaran 

lingkunganbproses pengolahanblimbah cair secarabumum dapatbdilakukan dalam 

beberapabmetode ataubsistem aplikasiblahan, sistembkolam, pembentukanbkoagulasi 
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danbflokulasi koagulasibdan koagulan. Langkahbyang dapat dilakukanbbeberapa cara 

untukbmenanggulangi pencemaranblimbah pabrikbkelapa sawitbyaitu dengan membuatb6 

kolam yangbmemiliki fungsinyabmasing-masing, kolambbuangan lumpur, 

berfungsibsebagai penampunganbsemua lumpurblimbah yangbdihasilkan daribproses 

produksibkelapa sawit, coolingbpond (kolam pendingin) berfungsibuntuk 

mendinginkanbair limbah hinggabsuhu air limbahbdi bawah 40oc, acidificationbpond 

(kolam pengasaman). acidificationbpond berfungsibsebagai prosesbpra-kondisibbagi 

limbahbsebelum masuk kebkolam anaerobi, anaerobicbpond (kolambpengendapan 

lumpur). Fungsibdari kolam anaerobicbyaitu sebagaibtempat pengendapanblumpur, 

facultatif pond (kolambperalihan bakteri) facultatifbpond adalahbproses penonaktifan 

bakteribanaerobic danbpra-kondisi aerobic,aerobicbpond (kolam tambahan). 

Pemanfaatanblain yang dapatbdilakukan terhadapblimbah daribkelapa sawit yakni, 

fungsibdari kolambaerobic pond adalahbsebagai kolambpengolahan limbahbtambahan. 

sebagaibpembuatan pupukborganik, sebagaibbahan pakan ternak, sebagaibarang, sebagai 

mediabperkembanganbdari jamur. 
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